
 

 

 

BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR   1   TAHUN 2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang   :  a.  bahwa dalam rangka evaluasi dan penyesuaian  

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Madiun, maka perlu diadakan 

perubahan terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Madiun. 

    b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun. 
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Mengingat   :  1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6322); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Berita Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 

2018 Nomor 157)  ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan  dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2017 Nomor 

1067)  ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran 

Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten 

Madiun Tahun 2019 Nomor 6); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN 

dan 

BUPATI MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 

8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

MADIUN. 

PASAL I 

 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 Pasal 9 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, 

Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan 

Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan 

dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana  dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf f dan huruf g. 

(2) Tunjangan alat  kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan: 

a. untuk jabatan ketua, sebesar 7,5%  (tujuh koma lima persen) dari 

tunjangan jabatan Ketua DPRD ; 

b. untuk  jabatan  wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari 

tunjangan jabatan Ketua DPRD ; 

c. untuk  jabatan  sekretaris,  sebesar  4% (empat persen) dari 

tunjangan jabatan Ketua DPRD ; dan 

d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan 

jabatan Ketua DPRD. 
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(3) Tunjangan    alat    kelengkapan   lain  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk 

dan  melaksanakan tugas. 

 

2. Pasal 10 dihapus.  

 

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 12  

(1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  diberikan setiap  bulan  

dengan  mempertimbangkan  kemampuan keuangan daerah. 

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

ditentukan berdasarkan hasil perhitungan  atas  besaran  pendapatan  

umum daerah dikurangi dengan belanja aparatur sipil negara. 

(3) Kemampuan  keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

a.   tinggi; 

b.   sedang; dan  

c.   rendah. 

(4) Penghitungan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.   

 

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 13 

 

Pemberian  TKI   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 dilakukan 

dengan ketentuan: 

a. untuk  kelompok  kemampuan  daerah tinggi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, sebesar 7 (tujuh) kali dari uang 

representasi Ketua DPRD; 



- 7 - 
 

 

 

b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12  ayat (3) huruf b, sebesar 5 (lima) kali dari uang 

representasi Ketua DPRD; dan 

c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12  ayat (3) huruf c, sebesar 3 (tiga) kali dari uang 

representasi Ketua DPRD.  

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 

Bagian Ketiga 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

 

Pasal 19 

 

Jaminan   kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kematian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c,  diberikan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

6. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat,yakni   ayat (3) sehingga 

berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 22 

 

(1) Dalam  hal  Pimpinan  DPRD   berhenti  atau  berakhir masa bakti, 

rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan 

wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah 

paling lambat    1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau 

berakhirnya masa bakti. 

(2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan  

perlengkapannya  berhenti  atau  berakhir masa bakti, rumah negara 

dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan  baik 

kepada Pemerintah Daerah paling  lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal 

berhenti atau berakhirnya masa bakti. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan 

perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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7. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 36 

 

(1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35  disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 

1.    tinggi, sebesar 6 (enam) kali;  

2.    sedang, sebesar 4 (empat) kali; 

3.    rendah, sebesar 2 (dua) kali; 

      dari uang representasi Ketua DPRD ; 

b. Wakil Ketua DPRD , dengan kelompok kemampuan keuangan 

daerah: 

1.    tinggi, sebesar 4 (empat) kali; 

2.    sedang, sebesar 2,5  (dua koma lima) kali; 

3.    rendah, sebesar 1,5  (satu koma lima) kali; 

dari uang representasi wakil ketua DPRD .  

(2) Pemberian dana  operasional  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:  

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk 

semua biaya atau disebut lumpsum; dan 

b. 20% (dua   puluh   persen) diberikan untuk dukungan dana 

operasional lainnya. 

(3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dipergunakan untuk:  

a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi  dan 

permasalahan yang ada di masyarakat,  melaksanakan  dan  

memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota 

DPRD ;  

b. pelayanan, antara  lain untuk pelayanan keamanan dan 

transportasi; dan 
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c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara  

kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan 

pejabat daerah, melakukan koordinasi dan  konsultasi  kepada 

kepala  daerah, musyawarah pimpinan  daerah, dan tokoh-

tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian  

bantuan  kepada  masyarakat/ kelompok masyarakat yang 

sifatnya insidental.  

(4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

wajib  memperhatikan asas  manfaat, efektifitas, efisiensi, dan 

akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.  

(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan 

ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana 

dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling 

lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

 

8. Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut :  

 

Bagian Kelima 

Tenaga Ahli Fraksi 

Pasal 40 

 

(1) Tenaga  ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) 

huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk 

setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu 

tertentu yang mendukung tugas fraksi. 

(2)  Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan 

Sekretaris DPRD. 

(3) Pengadaan tenaga ahli fraksi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan   sesuai  dengan   ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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 Pasal II  

 

Peraturan    Daerah    ini    mulai    berlaku    pada    tanggal   

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Madiun. 

 

 

 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal  5 Februari  2020  

 

BUPATI MADIUN, 

ttd 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Madiun 

Pada tanggal 5 Februari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MADIUN, 

 

ttd 
Ir. TONTRO PAHLAWANTO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 1 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH   KABUPATEN  MADIUN         

NOMOR 24-1/2020 

SALINAN 

Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

                             ttd 

ALIF MARGIANTO 

NIP. 197805252002121006 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR   1    TAHUN 2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  

NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MADIUN 

 

I. Umum 

Pengaturan tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan 

dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun bertujuan untuk meningkatkan 

peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam 

rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan 

rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang 

lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan 

Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja 

DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. 

Materi Muatan Peraturan Daerah ini mengatur tentang 

penyesuaian atau perubahan terhadap ketentuan terkait perhitungan 

kelompok kemampuan keuangan daerah terhadap pemberian tunjangan 

dan Dana operasional, tata cara pengembalian rumah negara dan 

kendaraan jabatan dinas, pemberian jaminan kecelakaan kerja & jaminan 

kematian, serta penyediaan tenaga ahli fraksi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD. 

 

II. Pasal demi pasal 

Pasal I 

Cukup jelas 

Pasal II 

Cukup jelas 

ADIUN NOMOR   


